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ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi herakyatan dalam struksur perckonamiar
rasional merupakan salah sale upaya yang dilakukan aleh pemerintal bay:
sembrangunan perekonomian nasional yang kust denpan melibatkar
selurub elemen masvarakat termasuk vsaha kecil. merengah dan koperasi

Salah satu langkah vang telab dilakukan adalah desgan mengalang
hubupgan kemitraan usaha antara BUMN dan  swasia untuk  dapa:
memberikan hantuan - bantuan pembinpan terutama dibidang permadalan,
mencjemen, teknolagi dan pemasaran kepada pengusaia keetl, menengah
dan atau koperasi seperti vang telah diterapkan aleh Perum, Pegadaian
wilayah |l Padang vang lelah bertindak schagai bapak anghkal bagi pary
pengusahy kecil mitra binaannya

Penulisen ind bertujuan wntwk mengetabul bagaimana prosedu
perjanjian pemberian kredit pembinaan bagi pengusaba kecil mitra binaan
pada Perum. Pegadaian Wilayah I Padeng, aps saja hak dan kewapban
pengusaha kecil mitra binaan dan Perum. Pegadaian Wilayah 1T Padang
dalam melaksanakan perjanjian kredil pzmbinasn dan apa saja kendaly -
Lendala vang sering dihadapi dan solusinya.

Matode penelitian vang digunakan dalam penclittan ini. adalah
vuridis  sesiologis ¢ yuridis empiris,  dimana pendekatannya  lebin
menekankan pada prakiek dilapangan dikaitkan dengen aspek hukum vang
berlakuy, juga dengan menghimpun data melalui stodi literatur, dokumen
dan wawancara dengen fihak - fihak vang terkait

Dalam penelitian yang telah dilakukan mengenas pesanan keadn
pembinaan usaha kecil yanp sekarang dikepal denpan kredit PEBL
Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan) terlebeh dabulu pengusaba
kecil calon milra bimaan mengist formulir dan membual  proposal
permohonan kredit pembinaan, sedanghkan untuk menetapkan jumlzah kredit
vang bisa diberikan bagi pengusaha kecil celen mifra binsan akan
ditentukan berdasarkan hasil survey lapangan vanz dilakukan aleh scks
hina dan usaha lain Perum. Pegadaian Wilavah [l Padany, selain o dalam
melaksanakan perjanjian keedit pembinaan pengusaha kectl dan Perum
Pegadatan ‘Wilavak Il Padang sebagar pars [hak diuniol woiek dapal
melaksanakan hak dar kewajibannyz secara batk untuk  kelancaran
pelaksanaan perjanjian kredit pembinazn, walaupun demikian dalam
prakteknya  juga tak jarang sering ditemukannya permasalaban
permasalaban yang limbul, seperti bantusn pembinaan yang rangkap pada
satu mitra binaan vang sama, keterlambatan pembayaran angsuran kredi
dan kredit macet,
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Berbagal kebijaksanaan vang telah dikeluarkan oleh pemenmah daiam
melakukan perbatkan perekonomian nasional sangal memerlukan dukungan dar
berbagas prhak, untuk saling bekerja sama das saling mendukeng ferutums untuk
memperiiki sizbiblas ckonomi yang porak poranda akibat knsis moneter yang
melanda banpsa Indonesia sampal saal n.

Pemerintab dalam mengeluarkan kebijakan yang menyangkot kepentingsan
masyaragat banyak harus berpedeman kepada tujuan dan penvelengaraan Negara
vaitw, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan
Undang — endane Dasar 1945, Uniuk mencapal wjuan tersebut restrukiurizasi
pembanguna selavakava dapat lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan
kescrmbanggan  selurub unsur pemeralaan pembanpunan  dan pertumbuhan
ckonomi scrla sabilitas nasiooal Upaya vang dilakukan dalam  rangka
memperbaik stabilitas ckonomi nasional tersebut harus melipun sepenap unsur
vang terpady dan dilunjang olch sistim ekonomi kerakvatan vane sedang
dicanangkan saal ini, cimana sistem kerakvatan  tersebut  bectumpu pada
mekanisme pasar yang berkeadilan dengan sistem persaingan yang sehal dengan
memberdayakan szluruh fapisan masyarakal terulama pengusaha kectl dan atau
menengah serla koperasi, yang mana kelompok usaha iilab yang merupakan eat

nadi perekonomian masyarakat golongan kebawsah, sehingea diperlukan usaha -

usaha yang sincrgl dan mengalang kekuatan perckonomian kelompok pengusaha



kecil, menengzal dan atay koperast dimana perwmusan meneena kebyakan
telah dituzngkan di dalam Tap MPR Noo [V 7 MPR 7 1999 wniapg Garis - gans
Besar Haluan Nepara. Pada BAB IV hurul b angka 11 mengenar arah kebipakan
pemerintah di bidang ckonomi dinyatakan bahwa |
“Memberduvakan pemmaia ke, menegal dan foperast ager lebif ofisen
produttit dan berdava soing demgan menciptakan i4im berusala ang
konduvif dan peluang wals vang selwas - Tuasmya barizent Sl der
Negara diterikan secara selebiif terwtame dalam Senmd perimndungon dor
persaingan yeng ook sefio, perdidifon dont pelavenest IRfarass fusis du
teknologi, permodalan dar fokasi usala”
Dari kebijaksanaan pemerintah terscbut, terlihal bahwa pemenntzh membenian
perhatian serius terhadap pengusaba menengah, kecil dan atau Koperasi untuk
dapat lebih berkembang secara produknf karena seperti elzh dikelabu babwa
peran dan polensi usaba Kecil, menengah dan atau Koperast sanpa besa
peranannya dalam memperkaat perckononuan nasionzl bars dalam pemngkatan
produkst, penverapan tenaga kera maupun dalam raneks mewaugudbkan stabilies
sosial ckonoml Nasional, namun peran dan potens: ersebur mas:h bejum opumal
karena adanya beberapa keterbatasan — keterbatasan vang dirilikn aleh penguesaha
kecil., menengah dan atau koperasi batk dibidang permodalan, manaemen,
teknologl predukst dan pemasaran. Merunut dan permasalahan terscbut dindas
perlu adanva suatu konsep kemitraan dan keterkaitan antara pengussha besar
dengan pengusaba kectl, menengah dan atau koperasi sebapanman yang telah
dirumuskan didalam TAP MPR No, TV / MPR 7 1999 BAB [V hurof b angka 15 |

yang menyatakan

* Mengembangkan fubungan kenutraan dolam benink kererkaioan usalic
yarg saling don menguniunghan antara Roperasl, swasia dan GUMY
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PENUTUP

A RESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab — bab sebefumnya, terulama mengenal

permasalahan vang di bahas dalam skepsi in, maka dapat di tarik kesimpulan dan

di berikan beberapa saran sebagai berikut ;

1. Adapuen tahapan prosedural vang dilakukan untuk mengadakan perjangan

krecdit pembinzan uszha kecil mitra bingan dengan Perurm, Pegaduan

Wilayah 1l Padang melipulr

h,

Tahap pengajuan permchonan bantun kredit pembinaan,

Tahap pengembalian formulir pemohonan bantuan kredil pembinoan

beserta proposad permohonen bantuan,

Tahap pelaksanzan evaluasi pendabuluan,

Pelaksanaan survey lapangan,,

Penetapan  jumlah  kredsl pembinoan yang dapat  diberikan

pengusaha kecil calon milra binaan,

Tahap pemenksaan dan pengesaban pembenan kredit pembernian kredit

Pembinaan di Perum., Fl;l,gualuian Utama.
Tahap pembuatan sucal parjanjian

Tahap Penverahan Jaminan,
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